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P U T U S A N 

Nomor 5315 K/Pid.Sus/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

M A H K A M A H     A G U N G  

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan 

oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa: 

Nama  : BENYAMIN SITEPU; 

Tempat Lahir : Garunggang; 

Umur/Tanggal Lahir: 36 tahun/18 Juli 1984;  

Jenis Kelamin  : Laki-laki; 

Kewarganegaraan  : Indonesia; 

Tempat Tinggal  : Jalan Irigasi 2 Nomor 149 LK. V, Kelurahan 

Kemenangan Tani, Kecamatan Tanjung Selamat, 

Kota Medan; 

Agama  : Kristen Protestan; 

Pekerjaan  : Guru; 

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara 

sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan sekarang; 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan 

karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 

Undang-Undang juncto Pasal 65 KUHP; 

Mahkamah Agung tersebut;  

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Medan tanggal 7 Desember 2021 sebagai berikut:  

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN SITEPU terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 
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dilakukan perbuatan cabul,  dalam hal perbarengan beberapa perbuatan 

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok 

yang sejenis, dilakukan Terdakwa terhadap beberapa anak korban yakni 

Ribka Meiria br. Tambunan, Joe Angelica Sirait, Clavita Theresia Sianturi, 

Kasih Glory Pangaribuan, Elsyah Nathania Saragih dan Novita br Sagala” 

melanggar Dakwaan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 

Undang-Undang juncto Pasal 65 KUHP; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa  BENYAMIN SITEPU dengan 

pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa 

berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan 

denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 

(tiga) bulan kurungan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL 

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2250/Pid.Sus/ 

2021/PN Mdn tanggal 29 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai 

berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Sitepu terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja 

melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan 

cabul”; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan;  

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

Disclaimer
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4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/PID.SUS/ 

2022/PT MDN  tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai 

berikut: 

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2250/Pid.Sus/ 

2021/PN Mdn tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat 

pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2022/PN.Mdn 

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan 

bahwa pada tanggal 18 April 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi 

terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;  

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal April 2022 dari Terdakwa 

sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Medan pada tanggal 18 April 2022; 

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; 

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah 

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 

2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 

18 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Medan  pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, 

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu 

permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima; 
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Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ 

Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara; 

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon 

Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: 

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena 

judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah 

mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana 

yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;  

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa 

dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku  

kepala sekolah SD Galilea Hosana School terbukti telah melakukan 

perbuatan cabul kepada beberapa muridnya yaitu: anak korban Ribka 

Meiria Br Tambunan, anak korban Joy Angelica Sirait, anak korban Clavita 

Theresia Agatha br. Sianturi, anak korban Kasih Glory Pangaribuan, anak 

korban Novita Gloria br. Sinaga dan anak korban Elsyah Nathania Saragih 

yang dilakukan dengan cara:  

 Terdakwa meraba payudara anak korban Ribka Merina dan menyuruh  

menghisap penis/kelamin Terdakwa. Terdakwa juga memasukkan  

tangannya ke dalam celana dalam anak korban lalu meraba-raba dan  

memasukkan jarinya ke dalam kemaluan/alat kelamin anak korban 

sehingga kemaluan/alat kelamin anak korban menjadi sakit;  

 Terdakwa juga memeluk dan memegang payudara anak korban Joy  

Angelica Sirait dan meminta agar tidak diceritakan kepada orang  

tua/opungnya;  

 Terdakwa menyuruh anak korban Clavita Theresia Agatha Sianturi 

latihan balet dan kayang didepannya, dan pada saat anak korban 

kayang, Terdakwa memegang bagian dada anak korban dan menyuruh 

anak korban duduk di atas kedua paha Terdakwa sambil memegang 

pinggul dan menggerak-gerakkan kaki anak korban;  

 Terdakwa menyuruh anak korban Kasih Glory Pangaribuan kayang ke  

belakang dalam posisi duduk di pangkuan Terdakwa sambil tangan kiri  
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Terdakwa memegang pinggang anak korban dan tangan kanan 

Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban;  

 Terdakwa menyuruh anak korban Novita Gloria br Sagala berbaring di 

sofa dengan alasan bisa menyembuhkan Novita yang sakit perut, 

kemudian Terdakwa menyuruh anak korban duduk dipangkuannya 

sambil Terdakwa menyuruh Novita merentangkan tangan dan Terdakwa 

memegang tangan anak korban dan meraba-raba perut anak korban. 

Kemudian anak korban disuruh membungkuk dan Terdakwa memeluk 

sambil meraba-raba perut dan paha anak korban Novita Gloria br 

Sagala;  

 Terdakwa menyuruh anak korban Elsyah Nathania Saragih duduk di 

atas pangkuan Terdakwa dan Terdakwa mengelus-elus kedua tangan 

anak korban. Anak korban mau menuruti perintah Terdakwa selaku 

kepala sekolah karena takut dan tidak berani melawan;  

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban Ribka Meiria Br Tambunan 

mengalami trauma yang mendalam dan luka sebagaimana hasil visum et 

repertum Nomor : R/54/VER OB/IV/2021/RS.Bhayangkara atas nama 

RIBKA MEIRIA Br. TAMBUNAN dengan hasil kesimpulan bahwa selaput 

dara/hymen sudah koyak tidak sampai ke dasar pada jam enam dan 

akibat perbuatan Terdakwa juga, anak korban Joy Angelica Sirait, anak 

korban Clavita Theresia Agatha br. Sianturi, anak korban Kasih Glory 

Pangaribuan, anak korban Novita Gloria br. Sinaga dan anak korban 

Elsyah Nathania Saragih mengalami trauma;  

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh 

unsur tindak pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 

Undang-Undang juncto Pasal 65 KUHP sebagaimana telah tepat dan 

benar dipertimbangkan judex facti;  
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- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena  

mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan 

atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang judex facti dan 

tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;  

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata 

pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan 

ditolak; 

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; 

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto 

Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA 

BENYAMIN SITEPU tersebut; 

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim 

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, 

Soesilo, S.H., M.H., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung 

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan  tanggal  itu juga, oleh Ketua Majelis 
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yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nur Kholida Dwi Wati, S.H., 

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan 

Terdakwa. 

 

Hakim-Hakim Anggota,                                                Ketua Majelis, 
 

              Ttd                                                                             Ttd 

 
Soesilo, S.H., M.H.                                              Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. 

    
               Ttd  
    
Suharto, S.H., M.Hum. 

 

 
Panitera Pengganti, 

 

                                                           Ttd 
 

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H. 

 
 

 
UUntuk Salinan 

Mahkamah Agung RI 
a.n. Panitera 

Panitera Muda Pidana Khusus 

 
 

 
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. 

NIP. 19611010 1986 12 2001 
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